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Mengingat :

BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 74 TAHUN 2009

TENTANG |

URAIAN TUGAS DAN FUNGS! JABATAN ‘STRUKTURALv :

e Y

PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
-~ KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

bahwa v_dalam»rahgka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar, maka perlu disusun ‘
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar,

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupatl

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah; '

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor.4389);

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

-Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
.dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Per:mbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



- 10.

Pefaturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

- Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan

1.

Menefapkan :

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndone51a Nomor
4593),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-
undangan; -

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan -
Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2009 Nomor 2).

- MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN KARANGANYAR '

BAB | |
KETENTUAN UMUM

oL Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten_Karanganyar .

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah -
sebagai unsur  penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar.

4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekrevtaris‘ Daerah Kabupaten
Karanganyar. ,



’ 6 Dmas Peternakan dan Penkanan yang selanjutnya dlsebut D:nas adalah Dlnas' -

»Peternakan dan Penkanan Kabupaten Karanganyar

7,.:..‘Kepala Dinas  adalah Kepala Dmas Peternakan dan Penkanan Kabupaten .
- L'Karanganyar ' o : :

8. Sekretaris adalah Sekretarls D:nas Peternakan dan Penkanan Kabupaten _
. Karanganyar. . S

9 ‘Unit Pelaksané Teknis yang selanjutnya dlsebut UPT adalah unsur pelaksana""

_} operaSIonaI Dinas di lapangan atau kegiatan penunjang yang mempunyal_
- w:layah kerja tertentu dalam satu atau beberapa Kecamatan f

o  BABI
o SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

o &) Susunan Organlsa5| Dlnas Peternakan dan Penkanan terdln dan
o a. Kepala Dinas; ' R '
- b Sekretariat, membawahkan

'_11.YSub Bagian Perencanaan,
2. Sub Bagian Keuangan; |
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawalan

o g'.'Bldang Peternakan, membawahkan :

1. Seksi Produksi dan Pengembangan Peternakan __
2. Seks: Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan ’

o d Bldang Pertkanan membawahkan

1. Seksi Produksi dan Pengembangan Penkanan
2. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan.

o v-v]e.:B!dang Kesehatan Hewan, membawahkan :

o 1. ‘Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; |
o 2 Seksu Pencegahan dan Pemberantasan Penyaktt Hewan |
- f. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari ;
| 1) UPT Pusat Kesehatan Hewan,
. 2) UPT BalaiBenih lkan; .
3) UPT Pelayanan Inseminasi Buatan
14) UPT Rumah Potong Hewan
- 'g.": Kelompok Jabatan Fungswnal

(2) Sekretariat dlplmpln oleh seorang Sekretans yang berada d: bawah dan | B

bertanggung jawab kepada Kepala Dmas

] (3) Masmg masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bldang _yang berada dl

- bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia Dmas

"(4) Masmg-mas:ng Sub Bagian dlptmpm oleh seorang Kepala Sub Baglan yang

- berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Sekretaris.

| (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sek3| yang berada d| bawah

dan bertanggung Jawab kepada Kepala B|dang yang bersangkutan



| BABII |
URA!AN TUGAS DAN FUNGSI. |
. Bagtan Petama
! _Kepala Dinas

Pasal 3

™ Kepala Dmas mempunyal tugas membantu Bupatl dalam melaksanakan urusan |

pemerintahan daerah di bidang peternakan dan penkanan berdasarkan azas o .

‘otonomt dan tugas pembantuan

"  (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagalmana dtmaksud pada ayat (2) Kepala. o

: Dlnas mempunyai fungsu

:perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah d|,"

bidang peternakan dan perikanan yang mehputl petemakan penkanan dan

~ kesehatan hewan serta kesekretanatan

;kpenyelenggaraan urusan pemenntahan dan pelaksanaan pelayanan umum
- .di bidang peternakan dan perikanan, yang mellput: peternakan perlkanan‘
: ;dan kesehatan hewan serta kesekretariatan; ,

épembmaan dan pelaksanaan tugas di bldang peternakan dan penkanan R
'yang meliputi peternakan penkanan dan kesehatan hewa_n s:e‘rta o

| , ?kesekretanatan

. d. ;pembmaan terhadap UPT dalam hngkup Dtnas

e. ‘Spelaksanaan tugas laln yang dlbernkan oleh Bupat: sesual dengan tugas danl

fungsmya

(3) Uraian tugas sebagalmana d|maksud pada ayat (1) sebaga: benkut

a.

merumuskan program keglatan Dinas berdasarkan peraturan perundang- .

undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedla sebagal pedoman
: pelaksanaan kegiatan, ' . .

'menjabarkan penntah atasan melalun pengkajlan permasalahan dan} |
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas_- .
'sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebl;akan atasan;

. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya

memberikan arahan dan petuntuk secara lisan maupun tertulis guna :

N meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, baik secara langsung
- maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan informasi serta untuk
:mengevaluaSI permasalahan agar dlperoleh hasnl kerja yang optlma!

. merumuskan kebqakan Bupatl di b:dang peternakan perikanan dan' s
~ kesehatan hewan berdasarkan wewenang yang d:berlkan dan peraturan B
: perundang undangan yang berlaku;. o o ’

" menetapkan kebuakan teknis operaswnal urusan pemenntahan daerah di
bidang peternakan perikanan dan kesehatan hewan;

_:memberlkan ‘rekomendasi peruman di budang usaha peternakan dan
~ perikanan; . , .

. _Amembenkan peruman Iaiu !mtas ternak dan penyaluran blblt ternak
. melaksanakan pengembangan bldang peternakan perlkanan dan,

| - kesehatan hewan ,



j-

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi keglatan di bldang
peternakan, perikanan dan kesehatan hewan;

. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasu kerja pelaksanaan
‘tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
'sebagai cerminan penampilan kerja;

Emenyampalkan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar
pengambilan kebijakan; ,

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara'lisan

“maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
:tugas;

. Zmelaksanakan tugas Iam yang dlberlkan atasan sesual dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 4

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan
‘kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan
perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

(2) Uraian tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

Coa.

merumuskan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedra
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajlan permasalahan dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; »

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Dinas baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi serta untuk mengevaluas1 permasalahan agar dlperoleh hasil
kerja yang optimal;

merumuskan konsep kebuakan Kepala Dmas sesuan bldang tugas di
Sekretariat;

merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil rangkuman
rencana kegiatan bidang-bidang; . '

melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan admm:straS| umum,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan, rumah
tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; »

mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)I
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-

mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati (LKPJ) dan laporan se]enlsnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; .
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._gmelaksanakan blmbmgan teknis fungs:-fungsu pelayanan admm:stras:
' perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang -

;b?rlaku agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan :
- efisien;

‘melaksanakan monitoring, evalua3| dan menilai prestasi kerja
- pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang
;tersedia sebagai cermlnan penampllan kerja; :

}%membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar v‘
épengamb:lan kebijakan; :

..jmenyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan baik secara lisan
-maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
‘tugas;

;melaksanakan tugas lain yang dlberlkan atasan sesuai dengan tugas dan
. fungsinya. , o

- Paragraf 1
Kepala Sub Bagian Perencanaan

Pasal 5

Kepala Sub Bégian Péfencanaan mempunyai‘ tugas ‘mémbantu Sekretaris

‘dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program kegiatan Dinas.
Uratan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagal berikut :

a.

fmenyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang
tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; ’

Zmenjabarkan perintah atasan melalui pengkajlan permasalahan dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesual ‘dengan

- ketentuan yang berlaku;
. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,

memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna
memngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasn permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

menyiapkan konsep naskah dinas perencanaan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

imenyusun Rencana Keglatén' dan Anggaran ‘(RKA)I Dokumen . -

Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan-
Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

. menghimpun, meneliti dan mengkoreksi bahan usulan program kegiatan
- dan laporan kegtatan yang masuk dari masing-masing Bldang, Seksi dan

Sub Bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keglatan operasmnal

Dmas agar dlketahm tmgkat realnsasmya



Ejmenylapkan bahan Laporan Akuntabllltas Klnerja lnstanSl Pemenntah
-+ {LAKIP) Dinas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)

~idan_laporan sejemsnya sesuai dengan mdlkator-mdlkator yang telah
,,gdltetapkan . - | | .

;;melaksanakan monltormg, evaluasn f'dan", menllal prestaS| kerja '
. pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sustem penilaian yang -
| ;tersedla sebagal cerminan penampilan kerja; - : '

v;membuat laporan peiaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar._
. Fpengambllan kebijakan; . _ _ .

fmenyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan ba:k hsan maupun’
tertulis sebagali bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas '

. »fmelaksanakan tugas Iam yang dlbenkan atasan sesuai dengan tugas dan |

- fungsmya

Paragraf2 ‘ |
Kepala Sub Baglan Keuangan o

Pasal 6 .

(1 ) Kepala Sub Baglan Keuangan mempunyal tugas membantu Sekretarls dalam

" ‘melaksanakan = urusan - admmmstrasx keuangan : dan : pelaporan B

B pertanggungjawaban keuangan Dinas.

@

Ca

Uralan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1 ) sebaga: berikut :

menyusun program keglatan Sub Baglan Keuangan berdasarkan peraturan o

~ perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedta"v"
“sebagai pedoman pelaksanaan kegtatan ‘ o o

g'menjabarkan perintah atasan melalui . pengkajlan permasalahan dan .
- peraturan perundang- undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan,
' "ketentuan yang berlaku; - , o

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya
‘memberi petunjuk dan arahan secara Ilsan ~maupun tertulls guna
- menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; . , .

. melaksanakan koordma5| dengan Kepala Sub Baglan dan Kepala Sek3| d|.‘"
- lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasn permasa!ahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

. menyiapkan proses pencalran dana dan pengelolaan admmlstrasr '
- keuangan ‘ . o o

melaksanakan momtormg dan evalua3| peiaksanaan anggaran dengan Lo

’ ".cara membandingkan laporan perkembangan realisasi. belanja dengan ,
" rencana pemb:ayaan yang telah dlsusun untuk bahan laporan kepada o
: 3atasan ' : : ' |

-'melaksanakan pengendallan dan venﬁkam serta pelaporan keuangan d|} '
: Imgkungan Dinas ; . . ,

,lmelaksanakan monltonng, evaluasu ' dan “menilai prestasi kerja R
_pelaksanaan tugas bawahan. secara berkala melalw snstem pemlanan yang L
- tersedia sebagal cermman penampllan ker;a, . L

.',,membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagat dasar‘
. pengambllan kebljakan : . v o



.
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gmenyampalkan saran dan perttmbangan kepada atasan balk hsan maupun” o
tertulis sebagan bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; '

melaksanakan tugas lain yang dlberlkan atasan sesua: dengan tugas dan

- fungsmya

, Paragraf 3
, Kepala Sub Baglan Umum dan kepegawalan

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagran Umum dan Kepegawatan mempunyal tugas membantu
- Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum,

rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan - L

kearSIpan serta pengelolaan administrasi kepegawalan Dinas.
: (2) Uralan tugas sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)sebagai benkut

a.

. berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
::dan sumber data yang tersedla sebagal pedoman pelaksanaan kegiatan; -

'menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawalan'.‘

imenjabarkan perintah atasan melalui - pengkajlan permasalahan dan
peraturan. perundang-undangan agar. pelaksanaan tugas sesuai dengan-
ketentuan yang berlaku '

'imembagl tugas kepada bawahan sesuaj’ dengan bldang tugasnya
" memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertults guna“

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas

. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Baglan dan Kepala Seksn d
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk -
- mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluam permasalahan

- agar dlperoleh hasnl kerja yang optimal;

. menyiapkan . konsep naskah dinas bldang admm:strasn umum dan
: Akepegawa:an sesuai dengan ketentuan yang berlaku ’ -

. memberikan pelayanan urusan administrasi umum pengurusan rumah

tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan‘..
kears:pan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas. S

. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan'

rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan anggaran dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; ‘ :

melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Dinas untuk tertib

~administrasi serta melaksanakan pemehharaan barang mventarrs agar- |
- dapat dlgunakan dengan optlmal .

" membuat’ laporan rutin . tentang peremajaan pegawax Daftar' Urut -
. Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawa:an Iamnya :
| deml terciptanya tertib administrasi kepegawa1an ’ , -

memproses usulan kenaikan pangkat mutas: gajl berkala d:klat pegawal

‘dan urusan kepegawalan Iamnya R
_melaksanakan - monitoring, evaluasn ~dan menltal prestasz, kerja

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem pemlasan yang
tersedia sebagal cerminan penampilan kerja; - .

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar

| pengamb1lan kebuakan
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. menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk fisan maupun .
. tertulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

. melaksanakan tugas lam yang dtbenkan atasan sesuai dengan tugas dan: :
fungsmya , , o

' Bagian Ketiga
o Kepala Bidang Peternakan "'

Pasal 8

Kepala Btdang Peternakan mempunyal tugas membantu Kepala Dlnas dalam :
merumuskan kebijakan, mengkoordmasd(an membma dan mengendahkan»
kegiatan di Bidang Peternakan. - - o

Uraian tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sebagal benkut

a.

: merumuskan program keglatan Bidang Peternakan berdasarkan peraturan : -
. perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedla sebagal o
jpedoman pelaksanaan keglatan , . . B

. menjabarkan perintah = atasan melalui pengka}lan permasalahan dan
' peraturan perundang- -undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugasﬂ-,: o
. sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membagl tugas kepada bawahan sesuar dengan b:dang tugasnya )
“memberikan arahan dan petunjuk secara lisan - maupun tertulls guna ,
: mennngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas .

melaksanakan koordmasu dengan Kepala Bldang di Imgkungan Dmas baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,

informasi serta untuk mengevalua3| permasaiahan agar dlperoleh hasil kerja o :

yang optlmal (,
melaksanakan kajl-terap di bldang petemakan ‘spesifik daerah sesuai

‘:' dengan masalah kepentingan dan kondisi Imgkungan daerah;.

"melaksanakan pengembangan peternakan yang mellputl produk3| dan o
, pengembangan peternakan serta usaha dan pengolahan hasil petemakan

. ‘melaksanakan pembmaan pengawasan ‘dan evaluasi pelaksanaan kegiatan | :
-peternakan yang meliputi produksi dan pengembangan peternakan serta
‘usaha dan pengolahan hasﬂ peternakan L

merumuskan rekomendasi penjlnan di bldang usaha peternakan
merumuskan pemberian ijin lalu llntas ternak dan penyaluran bibit ternak

,melaksanakan monitoring, evaluasn dan menllal prestas: kerja pelaksanaan'
‘tugas bawahan secara berkala melalui sistem penllatan yang tersedla' ,
" {sebagal cermman penampilan kerja R

membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar .

o pengambilan kebijakan;

imenyampalkan saran dan pemmbangan kepada atasan baik secara llsan
“maupun tertulls sebagat bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
“tugas; % o .

.:melaksanakan tugas iam yang dlbenkan atasan sesua: dengan tugas danf
fungsmya . S
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" membantu Kepala Bidang Peternakan dalam melaksanakan penyiapan bahan

PO '} Paragraf1 _ B
' Kepala SekSl Produk3| dan Pengembangan Peternakan o

Pasal 9

Kepala SekSl Produksn dan Pengembangan Peternakan mempunyal tugas

- perumusan kebijakan, koordinasi, pembmaan dan pengendallan keg:atan SekSl o

| __ (2)_

- Produk3| dan Pengembangan Peternakan .
l Uralan tugas sebaga:mana dlmaksud pada pada ayat 1, sebagal benkut
o :a. ;

menyusun program kegiatan Seksi Produksi - dan Pengembangan

Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan' e
- sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; -

.'menjabarkan perlntah atasan melalur pengkajlan permasaiahah dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas .

‘sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan btdang tugasnya S

" memberikan arahan dan petunjuk secara lisan. maupun tertulls guna
memngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; '

melaksanakan koordunasr dengan Kepala Seksu dan Kepala Sub Baglan d:

- - lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak - langsung untuk
-~ . mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluas: permasalahan ,

agar diperoleh hasil kerja yang optimal; , -
menyiapkan bahan koordinasi penetapan dan pemetaan w1layah sumber(;g :

bibit ternak besar/temak kecil, ternak unggas dan aneka ternak;

. menyiapkan bahan pembenan um Ialu Ilntas ternak dan penyaluran b:blt_ o
ternak; . o . ,

mengumpulkan mengolah dan menyajlkan data ,penerapan_ 'danf o

~pemanfaatan bloteknologl reproduksi; - : - o
| menylapkan bahan pembmaan tentang perblbltan dan kaJ: terap peternakan B
. ’melaksanakan mventansas: penylapan dan perawatan sarana peternakan

menylapkan bahan pengadaan sarana dan pemanfaatan pemblbltanf B
. peternakan; : : :

melaksanakan pemantauan dan’ pengawasan kelayakan mutu b!blt ternak
besar/kecil, ternak unggas dan aneka ternak;

mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi kebutuhan
hijauan pakan ternak dan limbah pertanlan yang dapat dlgunakan sebaga:
pakan ternak :

.menylapkan bahan bimbingan pemanfaatan sumber pakan hijauan dan
- pelatihan budldaya tanaman huauan pakan dan pengolahan Ilmbah tanaman

hijauan;

, .,menylapkan bahan blmbmgan dan pelatman penggunaan peralatan dan- .
' mesin b:dang peternakan

.- menyiapkan bahan untuk menyusun petunjuk pelaksanaan pengembangan |

ternak pemenntah

. melaksanakan kegtatan 1dentn° kasi Iokasn dan petam peternak dalam rangka -

-.. pengembangan temak pemerlntah



f menylapkan bahan pembmaan pengawasan dan evaluaS| pelaksanaangf:'f""l

B ~ pengembangan petemakan

R

@
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Kepala Sek3| Usaha dan Pengolahan Hasd Petemakan mempunyal tugas‘f .
}vmembantu Kepala- Bidang Peternakan dalam menyiapkan bahan perumusan = =
“kebijakan, koordinasi, pembmaan} dan pengendaltan keg:atan Seks: Usaha dan .

melaksanakan pemantauan dan pengadmmlstras:an rednstnbus: ternak; =
»pemenntah : : . : :

melaksanakan :dentlf kas: permasalahan-permasalahan d| bldang produksu:.
¢ dan pengembangan peternakan » . . o

. melaksanakan momtormg, evaluasi dan menilai prestasu kerja pelaksanaan o
tugas bawahan secara. berkala melalun sustem penllalan yang tersedla; L

sebagal cerminan penampllan kerja; -

. membuat laporan - pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar,,
“pengambilan kebuakan , , :

;menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk secara Ilsanvj; oo
‘maupun tertulis - seabga: bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan:f,, o
“tugas ; dan S , ,v

. 'melaksanakan tugas lam yang dlberlkan atasan sesual dengan tugas dan‘ o
s fungsmya , | RN |

Paragraf 2 o .
Kepala Sek3| Usaha dan Pengolahan Hasu Peternakan

: Pasai 10

Pengolahan Hasil Peternakan.

Uraian tugas sebagalmana dtmaksud pada pada ayat (1, sebagal berlkut

menyusun program keglatan Sek3| Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan R

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan keglatan ‘ -

. menjabarkan - perintah. ‘atasan melalun pengkajlan permasalahan dan_]‘_
'peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas o

e - sesuai dengan ketentuan yang berlaku

;"membagl tugas kepada bawahan sesual dengan bldang tugasnya' |

' memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna

menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordmas: dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di

- lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk -
-mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasx permasalahan‘- o
. agar diperoleh hasil kerja yang opt:mal ' —

. melaksanakan :nventansas: dan- ldentlflkaSI kebutuhan dan pemanfaatan L

lahan usaha peternakan.

‘»'menylapkan bahan rekomendasu pembenan ijin usaha peternakan
. memberikan |nforma31 sumber dana dan pendayagunaan kredlt _usaha,

peternakan seria menylapkan rekomendaS| permohonan kredit;

.'menylapkan bahan pemblnan dan pengawasan kem:traan usaha»

o peternakan
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- a.

. : menytapkan bahan koord:nasn penyusunan Rencana Tata Ruang Wllayah dl | -
- bidang peternakan : _ } |

. f,menylapkan bahan blmblngan penerapan tekno]ogl panen pasca panen dan - N
. pengolahan hasil ternak; - , } :

menghimpun, mengelola dan menyebarkan |nforrnaS| pasar komo ditas"“ :
- ternak; v _ N ‘ | o

. menylapkan bahan pengembangan agnblsnls di bldang peternakan

melaksanakan mon:tonng, evalua3| dan menilai prestasi kerja pelaksanaan o
tugas bawahan secara berkala melalw sustem pentlalan yang tersedla_ o
. sebagai cermman penampdan kerja ; » N

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagan dasar
pengambllan kebuakan, o , ,

menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan baik secara hsan"
~maupun tertulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan -
;‘tugas dan , , o ,

, ' melaksanakan tugas Ialn yang dlbenkan atasan sesual dengan tugas dan o
C fungsmya = o ,

_ Bag1an Keempat ‘
Kepala Bldang Penkanan

Pasal 11

-Kepala Bldang Penkanan mempunyal tugas membantu Kepala Dmas dalam o .
merumuskan kebijakan, mengkoordunamkan membma dan mengendallkan, o

keglatan di Bidang Penkanan ,
Uraian tugas sebagalamana dlmaksud pada ayat (1) sebagal bertkut

merumuskan program kegiatan Bldang Perlkanan berdasarkan peraturan ”.,3 }
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersed|a sebagap._r» .

_pedoman pelaksanaan keglatan

.'émenjabarkan perintah atasan melalm pengkajlan permasalahan dan "
‘_§,peraturan perundang-undangan * yang berlaku agar pelaksanaan tugas’
- sesuai dengan ketentuan yang berlaku; , :

'?membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya
" memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
: menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bldang di Imgkungan Dmas baik N
‘secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,

. informasi serta untuk mengevaluaSt permasalahan agar dtperoleh hasﬂ .
- kerja yang Optlmal : . R }

‘melaksanakan kajl-terap di bldang pernkanan spessf k daerah sesuai dengan" o

masalah kepentmgan dan kondisi lingkungan daerah;

“melaksanakan pengembangan perikanan di Kabupaten Karanganyar yang
~meliputi produksi dan pengembangan per:kanan serta usaha dan:: ”
‘pengolahan hasil perukanan ‘ L . '

. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evalua5| pelaksanaan keglatan. B
. di bidang perikanan yang meliputi produksi dan pengembangan penkananv SR

o serta usaha dan pengolahan hasil penkanan
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. merumuskan rekomendasi perijinan di bidang} usaha perikanan;
-, merumuskan bahan kebijakan usaha pelestarian sumber hayati perikanan;

. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
- tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian ‘yang tersedia
- sebagai cerminan penampilan kerja ’

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar

- pengambilan kebijakan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

- tugas, dan

. melaksanakan tugas Iam yang diberikan atasan sesual dengan tugas dan
~fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Penkanan

Pasai 12

Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Perikanan mempunyai tugas-
membantu Kepala Bidang Perikanan dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Produksi -
dan Pengembangan Pernkanan

Uraian tugas sebagalamana dlmaksud pada ayat (1), sebagai benkut

a.

menyusun program kegiatan Seksi Produksi dan Pengembangan Perikanan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
yang tersedia sebaga: pedoman pelaksanaan kegiatan;

menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan yang beriaku agar pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membagi tugas kepada bawahan - sesuai dengan bidang tugasnya
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan

- agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

melaksanakan inventarisasi, dan identifikasi produksi dan pengembangan
penkanan :

. melaksanakan kegiatan pengendahan perhndungan dan rehabilitasi

sumberdaya ikan dan lingkungan;
melaksanakan penelitian dan pengamatan hama dan penyakit ikan;

. melaksanakan penerapan teknologi produksi dan pengembangan

perikanan;

" melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola

pengembangan produksi perikanan,

“menyiapkan bahan pengadaan, pemanfaatan dan pengujian mutu sarana

produksi perikanan;
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melaksanakan monitoring, evaluas.| dan menilai prestas= ker]a pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penllaran yang tersedla

- sebagai cerminan penampilan kerja ;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan; :

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
- maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
- tugas, dan ‘ :

. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
, fungsmya '

Paragraf 2
Kepala Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan

Pasal 13

Kepala Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Penkanan mempunyai tugas -
membantu Kepala Bidang Perikanan dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Usaha dan

Pengolahan Hasil Perikanan.
vUra:an tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
a.

menyusun program kegiatan Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Penkanan B

-berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data

yang tersedia sebaga: pedoman pelaksanaan keglatan

menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; :

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulls guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di

lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

‘mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
-agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan dan pemanfaatan’

lahan usaha;
menyiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin usaha perikanan;

memberikan informasi sumber dana dan pendayagunaan kredit usaha
perikanan serta menyiapkan rekomendasi permohonan kredit,

menyiapkan bahan pembinan dan pengawasan kemitraan usaha perikanan;

~ menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah di

bidang perikanan;

menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan
pengolahan hasil perikanan; :

menghimpun, mengelola dan menyebarkan informasi pasar komoditas
perikanan; :

menyiapkan bahan pengembangan agribisnis di bidang perikanan;
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m. melaksanakan momtonng, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
- tugas bawahan. secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
- sebagai cerminan penampilan kerja ;

n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar
. pengambilan kebijakan; .

0. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
. maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
- tugas, dan

p; melaksanakan tugas lain ‘yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
- fungsinya.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 14'

Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan
mengendalikan kegiatan di Bidang Kesehatan Hewan. .

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. menyusun program kegiatan Bidang Kesehatan Hewan berdasarkan
~ peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang
‘tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
- sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya
- memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulls guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Dinas baik
‘secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
.informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil
‘kerja yang optimal;

~ e. melaksanakan kaji-terap di bidang kesehatan hewan sesuai dengan

‘masalah kepentingan dan kondisi lingkungan daerah;
melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kesehatan hewan;

g. melaksanakan pembinaan penjman pelayanan kesehatan hewan dan Dokter
'Hewan Praktek;

h. melaksanakan penelitian dan pengamatan penyakit dan gangguan
- kesehatan hewan;,

. melaksanakan pengkajian epidemiologi dan analisis ekonomi veteriner;

j- melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestas: kerja pelaksanaan
~tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedla
- sebagai cerminan penampilan kerja;

k. membuat. laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;
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- perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegtatan Seks&
o Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan. ’ '

@).

- a.

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

 tugas, dan

m. melaksanakan tugas Ia:n yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

- fungsinya.

, Paragraf 1 o
Kepala Seksn Pencegahan dan Pemberantasan Penyaklt Hewan

Pasal 15

Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dalam menyiapkan bahan

Uralan tugas sebagatmana dimaksud pada ayat (1), sebagal benkut

T a =~ o

menyusun program kegiatan Seksi Pencegahan dan Pemberantasan =
- Penyakit Hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

. menjabarkan penntah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas

- sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya,
. memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulls guna
" meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Dinas baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil

~kerja yang optimal; .

.. mengumpulkan bahan untuk menyusun peta penyakit hewan;

- melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan dan bahan asal hewan;
.- melaksanakan vaksinasi / pengebalan terhadap hewan; |

.- mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data pengamatan penyaklt dan
j gangguan kesehatan hewan .

melaksanakan pengawasan dan monitoring usaha peternakan dalam hal
kemungkinan munculnya penyakit hewan menular;

menylapkan bahan pembinaan kepada petugas operasnonal peternakan

tentang cara penanganan penyakit secara benar;

' melaksanakan penutupan lalu lintas hewan ternak pada saat terjadi wabah i
-penyakit hewan; ‘

.. mengawasi danvmencegah keluar masuknya hewan yang d:nyatakan -
-terjangkit penyakit;

.;mengadakan pembinaan terhadap pelaku peternakan yang ternaknya
~dihinggapi penyakit hewan menular dengan mengmmkan specimen ke -

laboratorium;

melaksanakan pengawasan terhadap peredaran dan pemakaln obat-obat
hewan dan vaksin;
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menyrapkan bahan pembmaan perulnan pelayanan kesehatan hewan dan:

- Dokter Hewan Praktek

. menyiapkan bahan . rekomendasi pemberian ijin usaha pembuatan
. penyediaan, dan pendaﬂaran obat serta sarana kesehatan hewan;

. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasn kerja pelaksanaan
~tugas bawahan secara berkala melalui sistem pemlalan yang tersedia
- sebagai cerminan penamp:lan kerja ;

- membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
: pengambtlan kebijakan;

menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan baik secara lisan
-~ maupun tertulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
- tugas, dan

. melaksanakan tugas laln yang diberikan atasan sesual dengan tugas dan‘

- fungsmya

Paragraf 2
Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veterlner

- Pasal 16

Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteririef mempunyai tugas:‘membantu

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi kesehatan
masyarakat veteriner. , , .

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut -

a.

menyusun program kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data ,
'yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

.:menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas

'_ vsesual dengan ketentuan yang berlaku,

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optlmal

melaksanakan kegiatan, monitoring, evaluasi, pemb:naan dan pelaporan di
bldang kesehatan masyarakat Veteriner;

melaksanakan pengawasan hasil peternakan dengan cara mengambll,
sampel untuk diuji di Iaboratorlum kesehatan hewan;

melaksanakan pengawasan terhadap proses pengolahan bahan makanan
yang berasal dari hewan; :

melaksanakan pengawasan terhadap bahan—bahan hayati yang ada sangkut

pautnya dengan hewan, bahan pengawet pakan ternak;

melaksanakan pengawasan terhadap bahan-bahan dari hewan, yaltu kulit,

bulu tulang, kuku, tanduk dan sebagainya;
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j melaksanakan pengendalian antropozoonosis, berkoordinasi dengan

- instansi-instansi, baik langsung maupun tidak langsung yang b
~ dengan kesehatan umum; | gsung yang berhubungan

k melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
 tugas t.>awah.an secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
- sebagai cerminan penampilan kerja ;

. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
~ . pengambilan kebijakan; ,

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan

maupun ftertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
.- ;tugas, dan ' : »

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai déngan tugas dan
 fungsinya. L , ,

‘Bagian Keenam
UPT

Paragraf 1
Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 17

Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang Dinas pada UPT Pusat Kesehatan Hewan.

Uraiian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. menyusun program kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang
tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; -

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ‘ '

c. membagi tugas kepadav bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik

secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,

“informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil
kerja yang optimal; ' ’

e. memberikan pelayanan kesehatan hewan;

f. melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan
kesehatan hewan; ' _ :

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
' sebagai cerminan penampilan kerja ; ' ,

h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
- pengambilan kebijakan; : _ : ,



@

a

menyampalkan saran dan perttmbangan kepada atasan ba:k secara hsan, S

._:maupun tertulis sebaga: bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan:v —
_1tugas dan v | .

: émelaksanakan tugas Ialn yang dlbenkan atasan sesual dengan tugas dan -
:ifungs:nya Do '

e * Paragraf 2 S
" Kepala UPT Balai Benih lkan

Pasal18 R

(1) Kepala UPT Balai Bemh lkan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

‘dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operaswnal dan/atau keglatan»"
teknis penunjang Dinas pada UPT Balai Benih lkan. .

‘Uralan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1), sebagal berlkut

menyusun program kegiatan UPT Balai Benih lkan berdasarkan peraturan |
- perundang-undangan yang berlaku 'dan sumber data yang tersedia sebagal
: pedoman pelaksanaan keglatan , ,

‘menjabarkan perintah  atasan. rne!alm pengkajlan permasalahan danv -
peraturan perundang- undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas- ‘
sesuai dengan ketentuan yang berlaku ,

membagi tugas kepada bawahan sesual dengan bldang tugasnya} -
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulls guna
memngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas : . . ‘

melaksanakan koordinasi dengan seluruh Btdang di lingkungan Dmas balk o
secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi serta untuk mengevalua3| permasalahan agar diperoleh hasnl‘

~ kerja yang optimal;

. melaksanakan mventansa& identlﬂkas: dan anahsa kebutuhan sarana o

produk3| pemben:han dan produks: ikan di UPT Balai Benih lkan;

’_melaksanakan pengendallan dan perhndungan sumberdaya |kan danu, _—
~ lingkungan di UPT Balai Benih kan; N o

melaksanakan keglatan dan pengelolaan di UPT Balal Benlh Ikan

melaksanakan hasil kajl terap teknologi pengembangan sumberdaya lkan di o
UPT Balai Benih lkan; .

menyiapkan sarana prasarana pelatlhan pengembangan penkanan di UPT

. Bala: Benih lkan;

, melaksanakan momtonng, evaluas: dan memlal presta3| kerja pelaksanaan |
- tugas bawahan secara berkala melalui S|stem pentlalan yang tersedla
’.'?.sebagal cerminan penampllan kerja ; I . , o

_» membuat laporan’ pelaksanaan tugas kepada atasan sebaga: dasar '
‘ ipengambﬂan kebuakan . .

', menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk secara llsan ‘
- maupun tertulis sebagal bahan masukan guna “kelancaran pelaksanaan

~ tugas, dan . . |
. melaksanakan tugas Iam yang dlbenkan atasan ‘sesuai dengan tugas dan

fungsmya
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o Paragraf 3 -
‘ Kepala UPT Pelayanan lnsemlnaSI Buatan

' Pasal 19

Kepala UPT Pelayanan Inseminasi Buatan mempunyal tugas membantu: .

Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operaswnal .
‘dan/atau kegiatan teknis penunjang Dmas pada UPT Pelayanan Insemma3| o
- Buatan. , : , . e

Uralan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sebagal bertkut

a. o
. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data o
¢ yang tersedia sebagal pedoman pelaksanaan keglatan :

menyusun program ‘kegiatan UPT Pelayanan Inseminasi Buatant

menjabarkan penntah atasan melalu: pengkajian - permasalahan dan" ,
* peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas.."
- sesuai dengan ketentuan yang berlaku ' , ’

- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertuhs guna'

'} menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas

. melaksanakan koordma3| dengan seluruh Bldang di I[ngkungan Dlnas balk
- secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan -masukan,
~informasi serta untuk mengevaluasn permasalahan agar dlperoleh hasil -
, kerja yang optlmal . , '

. merencanakan kebutuhan dan mend:stnbus:kan sarana dan prasarana "
- inseminasi Buatan; . o ,

- memberikan pelayanan lmunlsa3t buatan kepada petemak

.. melaksanakan keg:atan monltormg, evaluasu pemblnaan dan pelaporan o
peiaksanaan inseminasi buatan;, ,

.f melaksanakan sistem kemitraan yang sal[ng menguntungkan dengan
plhak terkait dalam pelaksanaan Insemmasu Buatan. , -

..}.melaksanakan momtonng, evaluasi dan menilai prestasu kerja pelaksanaan :
. tugas bawahan secara berkala melalui sistem pen:lalan yang tersedta »
~ sebagai cerrnman penamp:lan kerja ; o o

i‘membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar' B

pengambilan kebuakan

. menyampalkan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
~maupun terfulis. sebagan bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan-
jtugas dan - : . ,

me!aksanakan tugas lam yang dtbenkan atasan sesuai dengan tugas dan" |

- fungsmya



oL Paragraf4 Do
Kepala UPT Rumah Potong Hewan

Pasal 20

',_"}(1)..'Kepala Unlt Pelaksana Tekms Rumah Potong Hewan mempunyai tugas 1

* membantu Kepala Dinas .dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis
‘operasional dan/atau’ keglatan teknls penunjang Dlnas pada UPT Rumah-
Potong Hewan. o _ . , ,

| (2) " Uralan tugas sebaglmana dlmaksud pada ayat (1) sebagal benkut

menyusun program keg:atan UPT. Rumah Potong ‘Hewan berdasarkan‘ o
~peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yangv- Sl
- tersedia sebaga: pedoman pelaksanaan kegratan ’ . : S

g .Pmenjabarkan penntah atasan. melalui - pengkajlan permasalahan dan
peraturan ‘perundang- undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas

sesuai dengan ketentuan yang berlaky;

membagi tugas kepada bawahan sesual dengan bldang tugasnyaft
- memberikan arahan dan petunjuk secara lisan. maupun - tertuhs guna»"»-,

= menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

:, @ = o

vmelaksanakan kOOI’dlnaSI dengan seluruh B|dang di Imgkungan Dmas baik'; Ll
‘secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, . -
.informasi serta untuk mengevaluasr permasalahan agar. dlperoleh hasil -
kerja yang optimal; L o S

memberikan pelayanan pemotongan hewan R
melaksanakan pemenksaan ante mortem dan post mortem
“melaksanakan pemenksaan kualltas dagmg, : o
:melaksanakan pemenksaan organolept:s

. melaksanakan monitoring, ‘evaluasi dan memlal prestasn ker;a pelaksanaan’ o
.tugas bawahan secara berkala melalui 3|stem pen:lalan yang tersedla’ o
- sebagai cermman penampllan kerja ' ‘ -

f‘membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar |
zpengambnlan kebuakan . o o -
. ?menyampalkan saran dan pemmbangan kepada atasan batk secara Ilsan ct o

- :maupun tertulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan -

- tugas, dan S -
melaksanakan tugas lam yang dlbenkan atasan sesuai dengan tugas dan
a ,fungsmya S
ANV
KETENTUAN PENUTUP
|  " Pasal 21

Hal hal yang belum daatur dalam Peraturan Bupatl ini, akan d:atur leblh lan]ut oleh‘ o
Kepala Dmas sepan]ang mengena1 pe!aksanaannya L »



‘Dlundangkan di Karanganyar S

| padatanggal Ib AUV\/\ 9‘003

| Pasal 22

' 'j"},iijengan berlakunya Peraturan Bupatl ini, maka Keputusan Bupatl Karanganyar
. “Nomor 304 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural -~
pada = Dinas Pertanlan Kabupaten Karanganyar dlcabut dan dmyatakan tldak o
-:berlaku . . _ . L . . o

Pasal 23

e Peraturan Bupatl |n| mulai berlaku pada tangga! dlundangkan .
":'Agar setlap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah - Kabupaten

’ Karanganyar

Dltetapkan dl Karanganyar

padatanggal 16 JUm woﬂ

| LBUPATI NGANYAR '
TNANINGQS SPd MHum . o
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